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A. Dasar Hukum 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah; 

3. Instruksi  Presiden  Nomor  4  Tahun  2011  tentang  Percepatan  

Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana 

dirubah dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  8  Tahun  2009  

tentang Pedoman  Tata  Cara  Pengawasan  Atas  Penyelenggaraan  

Pemerintahan; 

5. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  

Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 

6. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  

Pedoman Pemeriksaan Reguler di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; 

7. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Pejabat 

Pengawas  Pemerintah  di  Lingkungan  Departemen  Dalam  Negeri  Dan 

Pemerintah Daerah; 

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
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Birokrasi Nomor 19 Tahun 1996 tentang Pedoman Kenadali Mutu Audit 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 

9. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jeneponto  Nomor  4  Tahun  2008  tanggal  

7 November 2008  tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Lembaga  Teknis  

Daerah Kabupaten Jeneponto. 

 

B. UMUM 

1. Inspektorat  Kabupaten  Jeneponto  mempunyai  tugas  pokok  melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten, 

pelaksanaan  pembinaan  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan 

pelaksanaan urusan pemerintahan desa. 

2. Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat menyelenggarakan fungsi: 

a. Perencanaan program pengawasan;  

b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan 

c. Pemeriksaan, pengusutan,pengujian dan penilaian tugas pengawasan. 

3. Dalam menjalankan fungsi tersebut kegiatan yang dilakukan oleh 

Inspektorat  Kabupaten Jeneponto meliputi: 

a. Pemeriksaan  

b. Monitoring 

c. Evaluasi 

4. Kegiatan pemeriksaan bertujuan  untuk  menilai  tingkat  kesesuaian  antara 

pelaksanaan  dengan  kriteria  yang  telah  ditetapkan,  tercapainya  aspek  3E  

(efisien, ekonomis dan efektif) dan ketaatan pada peraturan yang berlaku atas 

pengelolaan  keuangan  daerah  serta  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan 

yang baik (good governance) di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Jeneponto. 

5. Penugasan  pemeriksaan  regular  berdasarkan  PKPT  adalah  tugas 

pengawasan  yang  telah  direncanakan  sebelumnya  dengan  dana  yang 

tercantum pada DPA Inspektorat Kabupaten Jeneponto. 

 
 

C. Identifikasi Risiko 
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1. Tidak  diketahuinya  tingkat  kesesuaian  antara  kegiatan  yang  telah 

dilaksanakan  dengan  kriteria/peraturan/Undang-undang  yang  telah 

ditetapkan. 

2. Pemeriksaan  yang  tidak  dilaksanakan  sesuai  standar  akan  menghasilkan 

simpulan pemeriksaan dan rekomendasi yang tidak tepat. 

3. Penyimpangan peraturan dan KKN yang tidak terdeteksi. 

4. Aspek 3E  (Efektif,  Ekonomis, Efisien)  dan 1K  (Ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan) yang tidak tercapai. 
 

D. Pihak-pihak yang Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pelaksanaan pengawasan atas kegiatan 

pemeriksaan adalah: 

1. Inspektur Kabupaten Jeneponto 

2. Inspektur Pembantu Wilayah I 

3. Inspektur Pembantu Wilayah II 

4. Inspektur Pembantu Wilayah III 

5. Inspektur Pembantu Wilayah IV 

6. Sekretaris 

7. Kepala Sub Bagian Program 

8. Kepala Sub Bagian Keuangan 

9. Kepala Sub Bagian Umum 

10. Masing-masing Kepala Seksi pada Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III 

dan daIV 

11. Auditor JFA 

12. Auditor P2UD 

13. Staf Teknis di masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan 

IV yang diberi tugas ikut melaksanakan pemeriksaan 

14. SKPD Kabupaten Jeneponto, Pemerintah Desa, Lembaga Pendidikan 

Negeri/Swasta SD, SMP dan SMA sederajat. 

 

E. Dokumen yang digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan adalah : 
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1. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 

2. Surat Tugas Pemeriksaan 

3. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) 

4. Kartu Penugasan 

5. Alokasi Anggaran Waktu 

6. Laporan Mingguan 

7. Program Kerja Pemeriksaan (PKP) 

8. Check List Penyelesaian Penugasan Perencanaan 

9. Notulen Kesepakatan 

10. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) 

11. Lembar Reviu Supervisi 

12. Laporan Mingguan Pengujian dan Evaluasi 

13. Check List Penyelesaian Laporan 

14. Naskah Hasil Pemeriksaan  

15. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 

F. Kualifikasi Pelaksana 

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan atau ketentuan yang terkait. 

2. Memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 (Strata Satu). 

3. Memiliki Sertifikat Funsional Auditor, khususnya yang berperan 

Pengendali Teknis dan Ketua Tim. 

G. Peralatan dan Perlengkapan 

Peralatan dan Perlengkapan yang diperlukan dalam melaksanakan SOP adalah 

sebagai berikut :  

1. ATK 

2. Komputer/Laptop 

3. Printer 

4. Kendaraan Operasional 

 

H. Prosedur 



80 
 

No. Prosedur 

Jangka waktu 

maksimal 

penyelesaian  

sejak saat berkas 

diterima 

Output 

Persiapan dan Perencanaan 

1. Inspektur Kabupaten 

mengeluarkan Nota Dinas 

kepada Irbanwil untuk membuat 

usulan Rencana Pemeriksaan 

berdasarkan PKPT. 

5 Menit Nota Dinas 

2. Irbanwil bersama Kasubag. 

Program membuat usulan 

rencana pemeriksaan. 

3 Jam 

Jadwal, Objek 

Pemeriksaan dan 

Personil Pemeriksa 

3. Usulan rencana pemeriksaan 

Irbanwil dan Kasubag. 

Perencanaan diajukan ke 

Inspektur Kabupaten untuk 

dievaluasi dan dibantu oleh 

Sekretaris. 

2 Jam 

Jadwal, Objek 

Pemeriksaan dan 

Personil Pemeriksa 

telah dievaluasi 

4. Konsep penugasan hasil 

evaluasi oleh Inspektur 

selanjutnya dibuatkan Konsep 

Surat Tugas oleh Kasubag. 

Program dan diserahkan 

kembali ke Inspektur. 

3 Jam Konsep Surat Tugas 

5. Inspektur  dan  Setda memparaf  

Konsep Surat Tugas dan 

menyampaikan kepada Bupati 

untuk diproses tanda tangan.  

2 Hari Surat Tugas 

6. Surat Tugas yang telah 

ditandatangani oleh Bupati 

Jeneponto diteruskan kepada 

Kasubag Umum dan 

Kepegawaian, Cq. Petugas 

Surat Menyurat untuk 

penomoran dan penggandaan. 

15 Menit Surat Tugas 

7. Kasubag. Umum dan 

Kepegawain menyerahkan 
10 Menit Surat Tugas 
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Surat Tugas kepada Ketua Tim. 

Pelaksanaan Penugasan Pemeriksaan 

8. Ketua Tim membuat Program 

kerja Pemeriksaan (PKP) yang 

diketahui  oleh Pengendali 

Teknis. 

1 Hari PKP 

9. Program Kerja Pemeriksaan di 

disampaikan oleh Ketua Tim 

yang didampingi oleh 

Pengendali Teknis kepada 

Anggota Tim, dan wajib 

melaksanakan penugasan sesuai 

dengan Surat Tugas yang  telah 

dibuat. 

2 Jam PKP 

10. Tim datang ke Instansi/SKPD 

obyek yang diperiksa. 

Kemudian Pengendali Teknis 

melakukan pembicaraan awal 

dengan Pimpinan 

Instansi/SKPD untuk 

menyampaikan maksud akan 

dilaksanakan pemeriksaan. 

1 Hari Notulen Kesepakatan  

11. Tim melakukan kegiatan 

pemeriksaan sesuai dengan 

sasaran pemeriksaan yang 

ditetapkan dan harus mencatat 

semua kejadian yang ditemukan 

dalam kegiatan pemeriksaan 

dan lebih fokus terutama 

terhadap mengumpulkan 

data/bukti/proses kegiatan yang 

dianggap tidak relevan. 

8 Hari 
KKP dan bukti-buti 

pendukung 

12. Jika didapatkan perbedaan data, 

Tim harus melakukan 

klarifikasi/ rekonsiliasi dengan 

pihak/sumber yang lebih 

1 Hari 
Hasil 

klarifikasi/rekonsiliasi 
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terpercaya/berkompoten. 

13. Jika dalam pelaksaan tugas 

pemeriksaan ditemukan adanya 

indikasi penyimpangan di luar 

sasaran pemeriksaan yang telah 

ditetapkan, harus dilaporkan 

kepada Inspektur untuk 

pertimbangan dilakukan 

pemeriksaan sendiri 

(Pemeriksaan Khusus). 

1 Hari 

Nota Dinas 

pengembangan 

pemeriksaan 

16. Setelah kegiatan pemeriksaan 

selesai Tim mengadakan 

pertemuan dengan Pimpinan 

Instansi/SKPD untuk 

memberitahukan bahwa 

kegiatan pemeriksaan telah 

selesai, sekaligus memberikan 

catatan-catatan lain yang 

berguna bagi entitas 

pemeriksaan. Secara rinci 

kelemahan-kelemahan yang 

ditemukan dalam kegiatan 

pemeriksaan akan dikirimkan 

dalam bentuk Naskah Hasil 

Pemeriksaan (NHP). 

1 Hari 

Pemberitahuan 

berakhirnya 

pemeriksaan 

Pelaporan Hasil Penugasan 

17. Anggota Tim menyerahkan 

KKP kepada Ketua Tim untuk 

direview, sekaligus dilampirkan 

semua berkas hasil 

pemeriksaan. 

 

1 Hari Review KKP  

18. Ketua Tim bersama Pengendali 

Teknis merumuskan temuan 

sementara yang akan diangkat 

dalam  NHP 

1 Hari 
Pemetaan Temuan 

Pemeriksaan 
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19. Ketua Tim melakukan proses 

penyusunan NHP atas rumusan 

temuan sementara yang telah 

ditetapkan. 

2 Hari NHP 

20. NHP diserahkan ke Pengendali 

Teknis untuk direview dan 

ditandatangani, dan selanjutnya 

diserahkan ke anggota Tim.  

2,5 Jam Penandatangan NHP 

21. Anggota Tim mengirimkan 

NHP ke Pimpinan 

Instansi/SKPD yang diperiksa. 

2 Jam NHP terkirim 

22. Menunggu tanggapan NHP dari 

Pimpinan Instansi/SKPD. 
5 Hari Tanggapan NHP 

23. Setelah mendapat tanggapan 

NHP dari Pimpinan 

Instansi/SKPD yang diperiksa, 

Tim Pemeriksa melakukan 

penilaian terhadap tanggapan 

NHP yang diterima sebagai 

bahan untuk penyusunan 

Laporan hasil Pemeriksaan 

(LHP). 

2 Jam 
Rangkuman temuan 

final 

24. Ketua Tim dan Anggota Tim 

menyusun konsep LHP, 

selanjutnya diserahkan ke 

Pengendali Teknis. 

3 Hari Konsep LHP   

25. Pengendali Teknis mereview 

konsep LHP, kemudian konsep 

LHP diajukan ke Inspektur 

lewat Irbanwil. 

1 Hari Pengajuan konsep LHP 

26. Inspektur melakukan review 

ulang, menyetujui LHP untuk 

selanjutnya diserahkan kepada 

Ketua Tim. 

1 Hari LHP 

27. Ketua Tim menyerahkan LHP 

ke Kasubag Umum dan 

Kepegawaian untuk 

15 Menit Penyerahan LHP 



84 
 

didistribusikan. 

 

28. Kasubag. Umum dan 

Kepegawaian melakukan 

Penomoran dan sekaligus 

menggandakan dan menjilid 

LHP, selanjutnya menyerahkan 

pada : 

- Kasubag. Program 1 (satu) 

rangkap  

- Irbanwil 1 (satu) rangkap 

- Dalnis 1 (satu) rangkap  

- Ketua Tim 1 (satu)  rangkap    

- Selebihnya didistribusikan  

2 Jam 

Penomoran, 

Penggandaan dan 

Penjilidan LHP 

29. Kasubag. Umum dan 

Kepegawaian mengirimkan 

LHP kepada Bupati dan 

tembusan kepada pihak terkait. 

1 Hari Pengiriman LHP 

30. Petugas Operator pada Subbag. 

Program menginput data 

temuan sebagai bahan tindak 

lanjut. 

3 Jam 
Input Data Hasil 

Pemeriksaan 

 


